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ABSTRAK

Non-Consensual Intimate Images (NCII) merupakan salah satu bentuk Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) yang tidak hanya disebabkan oleh tindakan
individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang melanggengkan
terjadinya kekerasan. Budaya patriarki, rendahnya pemahaman mengenai consent
dan privasi digital, keterbatasan akses terhadap perlindungan, serta lemahnya
dukungan sosial menjadi faktor yang mempermudah terjadinya dan berulangnya
kasus NCII. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi pada level makro
untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran struktur sosial dalam mempermudah terjadinya dan berulangnya
kasus NCII dalam pandangan SAFEnet serta mendeskripsikan bentuk intervensi
makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan
melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori
Kekerasan Struktural Johan Galtung dan Intervensi Makro Charles Zastrow. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial berperan dalam melanggengkan
NCII melalui budaya patriarki, minimnya pemahaman consent dan privasi digital,
keterbatasan akses informasi dan perlindungan, serta lemahnya dukungan sosial
terhadap korban. Adapun intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dianalisis
menggunakan tahapan engagement, assessment, intervention, dan evaluation.

Kata kunci: NCII, Kekerasan Struktural, Intervensi Makro, Awas KBGO,
SAFEnet.
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ABSTRACT

Non-Consensual Intimate Images (NCII) is a form of Online Gender-Based
Violence (OGBV) that is not solely caused by individual actions but is also
influenced by sosial structures that sustain and reproduce such violence. Patriarchal
culture, limited understanding of consent and digital privacy, restricted access to
protection mechanisms, and weak sosial support systems contribute to the
occurrence and recurrence of NCII cases. These conditions highlight the importance
of macro-level interventions aimed at promoting broader sosial change. This study
aims to examine the role of sosial structures in facilitating the occurrence and
recurrence of NCII from SAFEnet’s perspective and to describe the forms of macro
intervention carried out by Awas KBGO in preventing and addressing NCII. This
research employed a qualitative method with a case study approach. Informants
were selected using purposive sampling. Data were collected through interviews
and documentation and analyzed using Johan Galtung’s Structural Violence Theory
and Charles Zastrow’s Macro Intervention Theory. The findings reveal that sosial
structures perpetuate NCII through patriarchal values, limited understanding of
consent and digital privacy, restricted access to information and protection, and
inadequate sosial support for victims. The macro interventions implemented by
SAFEnet analysing using 4 stages of engagement, assessment, intervention, and
evaluation.

Keywords: NCII, Structural Violence, Macro Intervention, Awas KBGO,
SAFEnet.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi permasalahan yang
banyak terjadi di tengah perkembangan teknologi digital. Akses internet yang
modern memang memperluas ruang kebebasan berekspresi para penggunanya,
namun di lain sisi juga memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang
memanfaatkan media digital dan menargetkan individu berdasarkan gender. KBGO
mencakup berbagai tindakan meliputi pelanggaran privasi/penyebaran data pribadi,
pengawasan dan pemantauan ilegal, perusakan reputasi, pelecehan, ancaman
kekerasan, dan serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu, dll. ! Kini,
stereotip gender hadir pula dan menembus ke dalam dunia maya. Kekerasan dan
kontrol tidak lagi terbatas di dunia nyata, tetapi juga menyusup ke ruang paling
pribadi melalui internet.

Non-Consensual Intimate Image (NCII) yang termasuk dalam pelanggaran
privasi merupakan salah satu bentuk yang sering muncul dan banyak terjadi di
antara berbagai bentuk KBGO yang lain. NCII menempati posisi tertinggi
sepanjang Januari-Juni 2024 dengan 633 kasus diadukan, 502 ancaman penyebaran,

dan 131 mengadukan konten intimnya sudah disebarkan oleh pelaku. Mayoritas




korban yang terdampak NCII adalah perempuan berumur 18-25 tahun, namun di
beberapa kasus laki-laki juga menjadi korban. 2

NCII sendiri merupakan penyebaran konten intim berupa foto atau video
tanpa persetujuan pemiliknya. NCII dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk.
Pertama, NCII dapat muncul ketika foto atau video diambil secara sembunyi-
sembunyi tanpa persetujuan korban. Kedua, ketika konten yang dibuat dan dikirim
korban secara pribadi disebarkan tanpa izin. Ketiga, ketika pihak lain mengedit dan
memanipulasi gambar korban termasuk melalui deepfake menjadi konten intim.
Ketiga bentuk tersebut sama-sama menunjukkan pelanggaran atas privasi,
persetujuan (consent), dan kontrol korban atas tubuh serta representasi dirinya.
Akibatnya, akan terjadi pemerasan, pemaksaan, dan pengancaman bagi korban agar
melakukan sesuatu untuk pelaku. Korban dapat mengalami berbagai dampak, mulai
dari dampak psikologis seperti rasa malu, trauma, perilaku melukai diri sendiri
karena stigma sosial dan victim blaming, hingga muncul keinginan untuk bunuh
diri.’Dampak NCII tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga berdampak pada
aspek sosial dan ekonomi, termasuk terganggunya relasi sosial serta ancaman
terhadap pendidikan dan pekerjaan korban.*

Sama halnya dengan KBG (kekerasan berbasis gender) secara langsung,
NCII juga lahir akibat adanya struktur yang belum menempatkan kelompok yang

lebih rentan pada posisi yang aman. Teori konstruksi sosial teknologi (sosial

2 daeng, “Laporan Pemantauan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia Triwulan 1 2024 -
SAFEnet,” May 8, 2024.

3 “Cakrawikara.Id/Wp-Content/Uploads/2022/03/3-Feb-2022-Mengenal-NCII.”

4 Sadono, “Ini Dampak KBGO, Korban Alami Masalah Psikologis Hingga Sosial - Suara
Karya.”



construction of technology) menjelaskan bahwa teknologi dibentuk oleh faktor
sosial dalam konteks tertentu. Ruang digital dan internet bukan merupakan satu-
satunya penyebab terjadinya NCII. Ada banyak konteks yang berasal dari berbagai
sudut pandang yang memicu kekerasan ini, dan terutama, kekerasan yang berbasis
gender, hubungan kekuasaan, serta budaya patriarki yang mengakar turut berperan
sebagai pemicu.’ Kekerasan digital sering kali terjadi dalam suatu rangkaian yang
saling terkait, di mana tindakan yang bermula di dunia maya dapat berkembang
menjadi kekerasan berbasis gender di dunia nyata, dan sebaliknya.®

Langgengnya NCII dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan struktural
yang dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, norma sosial yang tidak setara,
serta sistem digital dan hukum yang belum sepenuhnya melindungi korban.
Karakter ini menyebabkan NCII sulit dihentikan karena didukung oleh faktor-faktor
yang bersifat sistemik dan berulang. Maka dari itu, pencegahan dan penanganan
NCII harus dilakukan secara makro melalui upaya perubahan kebijakan, edukasi
publik berskala luas, peningkatan literasi digital, serta penguatan sistem
perlindungan yang ada di ruang digital. Dalam konteks inilah peran organisasi
masyarakat sipil menjadi sangat penting, salah satunya adalah SAFEnet, yang sejak
awal berfokus pada advokasi hak-hak digital dan perlindungan korban kekerasan
daring.

SAFEnet dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki mandat yang

jelas dalam advokasi hak digital, pengalaman yang panjang dalam menangani kasus

3 Bintari, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.”
6 Teknologi Yang dan Aman Dan Etis, BOOKLET EDUKASI UNTUK STAF TENAGA
LAYANAN, t.t.



kekerasan berbasis gender online, serta keterlibatan aktif dalam jaringan nasional
dan regional. Selain itu, SAFEnet tidak hanya melakukan pendampingan korban,
tetapi juga berperan dalam advokasi kebijakan, edukasi publik, serta kolaborasi
dengan berbagai platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang
dilakukan bersifat komprehensif dan mencakup berbagai level dalam sistem sosial
digital.

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet
memegang peran penting dalam penanganan NCII di Indonesia. Melalui divisi-
divisinya, SAFEnet bekerja untuk memantau kasus, mendampingi pelapor, dan
menguatkan kapasitas kelompok rentan agar lebih terlindungi dari ancaman
kekerasan daring. Dengan itu, SAFEnet menjadi aktor penting dalam membangun
ekosistem digital yang aman, setara, dan berbasis HAM.

Peran inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya inisiatif khusus bernama
Awas KBGO, yang berfokus secara lebih spesifik pada advokasi, edukasi, dan
dukungan bagi korban KBGO di Indonesia sebagai penguatan dari kerja-kerja
SAFEnet. Melalui platform ini, SAFEnet mengonsolidasikan berbagai upaya mulai
dari penyediaan informasi publik, kampanye pencegahan, hingga layanan
pengaduan melalui aduan SAFEnet.or.id yang memberikan konsultasi keamanan
digital dan dukungan pelaporan. Awas KBGO juga menyediakan berbagai materi
edukatif serta panduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memahami bentuk,
dampak, dan dinamika kekerasan digital. Dengan kerja kolaboratif bersama
komunitas, organisasi, dan pemangku kepentingan, SAFEnet melalui Awas KBGO

berupaya mewujudkan ruang digital yang lebih aman dan berpihak pada korban.



NCII memiliki karakter yang berbeda dari bentuk KBGO lainnya, baik dari
pola penyebaran, risiko berulang, maupun dampak jangka panjang. Awas KBGO
menjalankan intervensi yang berbeda untuk mengatasinya, upaya tersebut
mencakup penyusunan panduan NCII, termasuk langkah menghadapi penyebaran
konten intim, serta panduan hukum yang dapat dijadikan rujukan korban ke aparat
penegak hukum. SAFEnet/Awas KBGO juga bekerja sama dengan platform digital
seperti Meta, Instagram, X, TikTok, dan Google untuk membantu melakukan
takedown konten dan pelaporan pelanggaran. Selain itu, Awas KBGO
menyelenggarakan berbagai webinar dan diskusi publik terkait implementasi UU
TPKS, keamanan digital, serta pentingnya persetujuan (consent) dan privasi.
SAFEnet juga menyediakan pendampingan teknis berupa penyusunan kronologi
dan pengumpulan bukti bagi korban NCII. Awas KBGO membantu korban
berdasarkan apa yang dibutuhkan, termasuk juga sebagai perantara konseling
dengan lembaga yang menyediakan layanan. Pada tingkat kebijakan, SAFEnet
melalui Awas KBGO turut terlibat dalam pemantauan dan upaya perubahan
regulasi untuk memperkuat perlindungan korban, sementara publikasi multimedia
digunakan untuk memperluas jangkauan edukasi dan mendorong perubahan
sistemik yang mendukung pencegahan NCII.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek mengenai
NCII, KBGO, dinamika korban, peran masyarakat sipil, serta kampanye edukasi
oleh SAFEnet melalui Awas KBGO, namun sejauh ini belum ada studi yang secara
mendalam meneliti intervensi makro yang dilakukan SAFEnet/Awas KBGO secara

khusus untuk menangani NCII yang terus berulang, sulit dihentikan, serta



berdampak jangka panjang bagi korban. Penelitian terdahulu masih berfokus pada
dampak psikologis korban, pola relasi interpersonal yang melatarbelakangi
penyebaran konten intim, dan efektivitas kampanye digital dalam meningkatkan
kesadaran publik. Ada pula penelitian yang menyoroti kelemahan regulasi serta
kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual
berbasis digital. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian mengenai upaya
apa yang dilakukan, bagaimana intervensi makro SAFEnet dalam konteks NCII dari
kacamata pekerja sosial. Kekosongan inilah yang menjadikan penelitian tentang
intervensi makro SAFEnet terhadap NCII sebagai kajian yang belum dilakukan
tetapi sangat diperlukan.

NCII menjadi isu yang penting diteliti dalam perspektif kesejahteraan sosial
karena bentuk kekerasan ini secara nyata mengganggu keberfungsian sosial korban.
Temuan global dari UN Women (2022) menempatkan NCII sebagai salah satu
bentuk ‘“high-impact gendered digital violence” dengan konsekuensi jangka
panjang terhadap kesehatan mental, rasa aman, dan partisipasi sosial perempuan.
Dampak tersebut menunjukkan bahwa NCII adalah persoalan kesejahteraan sosial
yang membutuhkan intervensi untuk memulihkan fungsi sosial korban dan
memperkuat perlindungan.

Dari sisi teori pekerjaan sosial, pencegahan NCII termasuk dalam ranah
intervensi makro karena kekerasan ini diperkuat oleh struktur sosial dan digital yang
lebih besar, seperti budaya patriarki, rendahnya literasi digital, kelemahan regulasi,
serta minimnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam menanganinya. Hal ini

sejalan dengan mandat pekerjaan sosial makro menurut NASW (2021), yaitu



melakukan advokasi kebijakan, pembaruan sistem, serta perlindungan masyarakat
rentan.

Flynn (2020) secara tegas mengategorikan NCII sebagai “technology-
facilitated structural violence” yang dampaknya berulang akibat sifat permanen
konten digital dan lemahnya mekanisme penghapusan.’ Karena itu, meneliti
intervensi makro yang dilakukan SAFEnet menjadi sangat relevan untuk melihat
bagaimana organisasi masyarakat sipil berperan dalam perlindungan, mendorong
perubahan kebijakan, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat kemampuan
korban menghadapi NCII. Hal ini merupakan sebuah kontribusi penting bagi
pengembangan praktik kesejahteraan sosial di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan
guna memahami bagaimana intervensi makro yang dijalankan oleh SAFEnet dalam
merespons permasalahan NCII. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan kajian kesejahteraan sosial, khususnya dalam
memahami praktik intervensi makro pada isu kekerasan berbasis gender di era
digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran struktur sosial dalam mempermudah terjadinya dan
berulangnya kasus NCII dalam pandangan SAFEnet?

2. Bagaimana bentuk intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya

pencegahan dan penanganan NCII?

7 Henry et al., “Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence.”



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor struktur sosial yang berperan dalam terjadinya
dan berulangnya kasus NCII di Indonesia.
2. Untuk menganalisis intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya

pencegahan dan penanganan NCII berdasarkan faktor struktur social yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, khususnya dalam kajian
kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Penelitian ini memperkaya penggunaan Teori Kekerasan Struktural Johan
Galtung dalam konteks kekerasan digital, dengan menunjukkan bahwa NCII tidak
semata-mata merupakan masalah individual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur
sosial, norma gender, kebijakan, serta sistem teknologi yang belum berpihak pada
korban.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik yang
menghubungkan teori makro pekerjaan sosial dengan praktik Intervensi yang
dilakukan SAFEnet, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang
mengkaji isu kekerasan berbasis gender online.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan

mencegah terjadinya permasalahan Non-Consensual Intimate Images (NCII)
sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan
mengidentifikasi faktor-faktor struktur sosial yang memengaruhi penyebaran kasus

serta menganalisis bentuk intervensi makro yang telah dilakukan untuk



menanganinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
dasar dalam penguatan strategi pencegahan dan penanganan NCII yang lebih
sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada perubahan struktur sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII, antara lain
lembaga advokasi, organisasi masyarakat sipil, serta pekerja sosial dan praktisi
sosial. Temuan penelitian dapat menjadi bahan refleksi dan penguatan praktik
intervensi yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
pemahaman mengenai peran pekerja sosial dalam intervensi makro, terutama dalam
perubahan struktur sosial yang selama ini melanggengkan kekerasan berbasis
gender online.

Bagi pemerintah, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan
perlindungan korban KBGO dan NCII, termasuk penguatan regulasi, mekanisme
pelaporan, dan sistem perlindungan korban di ruang digital yang lebih responsif
dan berkeadilan gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang NCII sebagai bentuk kekerasan struktural di ruang
digital serta mendorong partisipasi publik dalam menciptakan ruang digital yang

aman, setara, dan adil bagi semua pihak.
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini disusun untuk memetakan penelitian terkait Non-
Consensual Intimate Imagery (NCII), dengan meninjau berbagai perspektif yang
digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa NCII merupakan persoalan multidimensional.

Penelitian pertama berjudul “Dinamika Resiliensi Influencer Perempuan
sebagai Korban NCII” yang dilakukan oleh Almira, Nabila Sella, Lilik Wahyuni,
dan Retty Ratnawati (2024). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana
dinamika resiliensi influencer perempuan yang mengalami ancaman NCII di media
sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui
wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa bentuk ancaman NCII
yang dialami informan meliputi revenge porn dan deepfake porn. Resiliensi korban
terbentuk melalui dukungan eksternal, seperti keluarga dan teman sebaya, serta
motivasi personal korban untuk “membalas” pelaku dengan menunjukkan
keberhasilan dan eksistensi diri di ruang digital. Penelitian ini juga menegaskan
pentingnya kehadiran perlindungan hukum dan peran negara dalam mencegah
meluasnya kasus NCII. Secara teoretis, penelitian ini banyak mengacu pada
perspektif psikososial dan resiliensi individu, dengan penekanan pada kapasitas
personal korban dalam menghadapi kekerasan digital.?

Kedua, penelitian berjudul "Mental Health Communication: The

Phenomenon of Cyber Sexual Harassment through Sosial Media" yang dilakukan

8 Nabila Sella Almira dkk., “Dinamika Resiliensi Influencer Perempuan Sebagai Korban
NCII (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images) Di Media Sosial” (master, Universitas
Brawijaya, 2024).
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oleh Eko Hero pada tahun 2023 menyoroti bagaimana masyarakat, media, dan
negara memaknai serta menangani kasus kekerasan seksual di ruang digital.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pelecehan seksual siber
melalui media sosial dan kaitannya dengan kesehatan mental. Dengan pendekatan
kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki
keterbatasan pengetahuan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-
bentuk pelecehan seksual siber. Pelecehan seksual dipahami sebagai tindakan tidak
bermoral yang berkaitan dengan unsur pornografi dan berdampak pada gangguan
psikologis korban, seperti terganggunya kesehatan mental. Penelitian ini
menekankan bahwa kurangnya literasi masyarakat terhadap isu pelecehan seksual
siber berkontribusi pada minimnya kesadaran dan respons kolektif terhadap
kekerasan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini menempatkan kekerasan seksual
siber sebagai persoalan komunikasi yang berpengaruh pada kesehatan mental.’
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan
berbasis gender online juga diproduksi melalui sistem komunikasi, media, serta
respons sosial di ruang digital. Media dan masyarakat memiliki peran signifikan
dalam membentuk cara pandang terhadap korban, baik positif maupun negatif.
Penelitian ketiga berfokus pada kerangka hukum, kebijakan negara, serta
perspektif keadilan gender dalam menangani kasus Non-Consensual Intimate
Images (NCII). Penelitian ini memandang KBGO sebagai masalah struktural yang

berkaitan dengan relasi kuasa, bias gender dalam hukum, serta keterbatasan negara

* Eko Hero dan Bunga Astini, “Mental Health Communication: The
Phenomenon of Cyber Sexual Harassment Through Sosial Media,” Asian Journal
of Media and Communication 7 (Desember 2023).
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dalam melindungi korban. Dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum bagi
Korban NCII di Bawah Umur Ditinjau dari Teori Hukum Feminis” pada tahun
2024, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum
terhadap korban NCII di Indonesia, khususnya anak di bawah umur, di tengah
belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur NCII. Dengan menggunakan
teori hukum feminis, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun unsur-unsur tindak
pidana NCII telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan,
implementasinya masih belum optimal dan cenderung merugikan korban. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak
hukum sering kali hanya menjerat pelaku dengan pasal penyebaran konten berisi
asusila tanpa mempertimbangkan unsur kekerasan psikologis, relasi kuasa, serta
dampak berlapis yang dialami korban. Perspektif hukum feminis digunakan untuk
menunjukkan bahwa hukum masih berorientasi pada pelaku (offender-oriented)
dan belum sepenuhnya berpihak pada pengalaman serta kebutuhan korban.
Akibatnya, korban, terutama anak, berpotensi tidak memperoleh keadilan
substantif, pemulihan, maupun perlindungan yang memadai.'®

Perlindungan hukum terhadap korban NCII dan KBGO di Indonesia masih
belum memadai, baik pada tatanan regulasi maupun implementasi. Perspektif
hukum feminis memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum
sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman korban dan relasi kuasa berbasis gender.

Di sisi lain, UU TPKS menjadi langkah progresif dalam menggeser pendekatan

19 Dana Haura Salsabila and Rahtami Susanti, “Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual,” UMPurwokerto Law Review 4, no. 2 (2023): 269-80.
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hukum dari semata pemidanaan pelaku menuju perlindungan dan pemulihan
korban.

Selanjutnya, penelitian keempat yang dilakukan oleh Okamaisya Sugiyanto
berjudul “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan
Indonesia dari Perspektif Viktimologi” pada tahun 2025. Penelitian ini mengkaji
revenge porn, dengan menempatkan perempuan sebagai korban dalam kerangka
viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tiga aspek utama, yaitu
peranan perempuan sebagai korban dalam terjadinya revenge porn, penyebab
terjadinya kriminalisasi terhadap korban, serta upaya perlindungan yang tersedia
bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif viktimologi,
perempuan korban revenge porn dikategorikan sebagai latent victim, yakni korban
yang secara sosial dianggap memiliki peran dalam terjadinya kejahatan karena
perilaku, relasi, atau situasi tertentu. Label ini tidak muncul secara netral,
melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang masih
mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Perempuan kerap diposisikan sebagai
pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran konten intim, meskipun tindakan
tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Penelitian ini juga menyoroti
fenomena kriminalisasi korban, di mana perempuan tidak hanya mengalami
kekerasan seksual berbasis digital, tetapi juga menghadapi stigma, penghakiman
moral, dan bahkan ancaman hukum. Budaya patriarki berperan besar dalam
membentuk pandangan masyarakat yang menyalahkan korban, sementara sistem
hukum yang belum sepenuhnya berperspektif korban turut memperkuat posisi

rentan perempuan dalam kasus revenge porn. Dalam beberapa kasus, regulasi yang
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ada justru berpotensi menempatkan korban sebagai pihak yang melanggar norma
atau hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa payung hukum yang
tersedia belum sepenuhnya mampu melindungi korban revenge porn secara
komprehensif. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya kerangka hukum baru
yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan
korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.
Perspektif viktimologi dalam penelitian ini membantu memperlihatkan bahwa
posisi korban tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan struktural
yang melingkupinya.''Dengan demikian, penelitian ini menjadi pijakan teoritis
yang relevan untuk mengembangkan kajian mengenai strategi intervensi, advokasi,
dan peran aktor sosial dalam menangani NCII, terutama dalam upaya menggeser
konstruksi victim-blaming menuju pendekatan yang berperspektif korban dan
keadilan gender.

Selanjutnya, penelitian kelima menunjukkan bahwa media sosial tidak
hanya menjadi ruang terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), tetapi
juga berkembang sebagai ruang advokasi dan perlawanan terhadap kekerasan
tersebut. Penelitian berjudul “Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender
Online pada Akun @AwasKBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran
Publik”, Gandya Fitrah dan M. Himawan Sutanto (2023) mengenai strategi
advokasi anti-KBGO pada akun @AwasKBGO menunjukkan bahwa akun ini

menjalankan advokasi secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan

'l Okamaisya Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap
Perempuan Indonesia dari Preskpektif Viktimologi,” Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (2021):
22-31.
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meliputi tahapan analisis isu, perumusan strategi komunikasi, mobilisasi publik,
pelaksanaan aksi advokasi, evaluasi, hingga menjaga kesinambungan gerakan. Hal
ini menunjukkan bahwa advokasi KBGO di ruang digital tidak dilakukan secara
acak, melainkan melalui perencanaan yang terstruktur.'?

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Eny Ratnasari dan Suwandi
Sumartias berjudul “Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan
Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online”, pada tahun 2020 menegaskan
peran penting media sosial dalam aktivisme digital yang dilakukan oleh SAFEnet
melalui kampanye “Awas KBGO!”. Media sosial berfungsi sebagai sumber
informasi, sarana mobilisasi dan pergerakan kolektif, serta ruang advokasi bagi
korban KBGO. Kampanye digital ini memungkinkan penyebaran isu secara luas,
mendorong partisipasi publik, serta memperkuat solidaritas sosial dalam merespons

kekerasan berbasis gender di ruang daring.'?

12 Gandya Fitrah and M. Himawan Sutanto, “Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis
Gender Online Pada Akun @Awas KBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik,”
Sospol 9, no. 2 (2023): 176-89.

13 Eny Ratnasari et al., “Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan Kampanye
Anti Kekerasan Berbasis Gender Online,” Jurnal llmu Komunikasi UPNYK 18, no. 3 (2020): 352—
70.


https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wLMSRMcAAAAJ&citation_for_view=wLMSRMcAAAAJ:PVjk1bu6vJQC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wLMSRMcAAAAJ&citation_for_view=wLMSRMcAAAAJ:PVjk1bu6vJQC
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Tabel 1 Kajian Pustaka Non Consensual Intimate Image (NCII) dan Awas KBGO/SAFEnet

Judul Penelitian

Penulis & Tahun

Fokus/Isi Penelitian

Teori/Perspektif

Perbedaan dengan Skripsi Penulis

Dinamika Resiliensi

Almira, Nabila Sella,

Mengkaji pengalaman influencer

Psikososial dan

Fokus pada korban dan ketahanan personal,

Influencer Lilik Wahyuni, Retty | perempuan korban NCII (revenge resiliensi belum membahas strategi intervensi atau
Perempuan sebagai Ratnawati (2024) porn dan deepfake porn) serta individu advokasi di tingkat makro oleh lembaga
Korban NCII bagaimana resiliensi mereka seperti SAFEnet. Skripsi ini menyoroti
terbentuk melalui dukungan keluarga, peran struktural dan advokasi lembaga,
teman, dan motivasi personal. bukan resiliensi individu korban.
Penelitian menekankan ketahanan
individu korban dalam menghadapi
kekerasan digital.
Mental Health Eko Hero Mengkaji pelecehan seksual siber Komunikasi | Penelitian ini bersifat konseptual dan umum,
Communication: The sebagai persoalan komunikasi dan dan kesehatan tidak spesifik pada NCII dan tidak
Phenomenon of dampaknya terhadap kesehatan mental membahas mekanisme intervensi atau
Cyber Sexual mental. Menunjukkan rendahnya advokasi lembaga. Skripsi ini lebih fokus
Harassment through literasi masyarakat dalam mengenali pada praktik nyata penanganan dan advokasi
Sosial Media bentuk kekerasan seksual siber. kasus NCILI.
Kekerasan Seksual Dana Haura Menganalisis KBGO/NCII dari Perspektif Fokus pada analisis regulasi, belum
Berbasis Gender Salsabila & Rahtami | perspektif hukum, membandingkan | hukum dan hak | mengkaji bagaimana advokasi dan intervensi
Online dalam Susanti UU TPKS dan UU ITE. korban sosial dijalankan di lapangan. Skripsi ini

Perspektif UU No.
12 Tahun 2022
tentang TPKS

Menunjukkan UU TPKS lebih
berperspektif korban, namun

melengkapi dengan melihat peran lembaga
masyarakat sipil dalam mengisi celah
implementasi hukum.

16




17

efektivitasnya bergantung pada
implementasi negara.

Perempuan dan Okamaisya Mengkaji revenge porn dengan Viktimologi Penelitian ini menekankan posisi dan stigma
Revenge Porn: Sugiyanto perspektif viktimologi. Menunjukkan | dan konstruksi | korban, belum membahas strategi perubahan
Konstruksi Sosial perempuan sering dilabeli sebagai sosial struktural atau advokasi kebijakan. Skripsi
terhadap Perempuan latent victim akibat budaya patriarki ini berfokus pada intervensi makro untuk
Indonesia dari dan mengalami kriminalisasi serta melawan struktur yang merugikan korban.
Perspektif stigma sosial.
Viktimologi
Strategi Advokasi | Gandya Fitrah & M. Mengkaji strategi advokasi digital | Advokasi sosial Fokus pada akun media sosial, bukan
Anti-KBGO pada Himawan Sutanto anti-KBGO melalui media sosial, dan komunikasi | lembaga advokasi secara utuh. Skripsi ini
Akun @Awas meliputi analisis isu, mobilisasi digital mengkaji peran lembaga (SAFEnet) secara
KBGO publik, aksi advokasi, dan evaluasi lebih komprehensif dalam intervensi tingkat

secara sistematis.

makro.




18

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai Non-
Consensual Intimate Imagery (NCII) dan Kekerasan Berbasis Gender Online
(KBGO), penulis menemukan adanya hubungan yang erat antara masalah yang
diteliti saat ini dengan literatur yang sudah ada. Penelitian terdahulu telah
memberikan bahan dalam memahami dampak psikologis bagi korban, bagaimana
media membingkai kasus ini, hingga kritik terhadap kelemahan hukum di
Indonesia. Namun, terdapat hal penting yang sejauh ini belum terjawab secara
tuntas dalam literatur-literatur tersebut.

Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
kesamaan objek masalah, yaitu NCII sebagai bentuk kekerasan digital yang masif.
Penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa NCII berakar pada
budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang. Akan tetapi, sebagian studi berhenti
pada tahap analisis masalah atau berfokus pada level mikro, yaitu bagaimana
individu (korban) bertahan hidup dan memulihkan traumanya melalui dukungan
sosial.

Permasalahan yang belum terpecahkan dalam literatur yang ada adalah
bagaimana sebuah organisasi masyarakat secara teknis melakukan intervensi makro
untuk menjawab masalah tersebut, untuk memutus rantai kekerasan ini dari
akarnya. Peneliti melihat bahwa meskipun aktivisme digital sudah mulai ramai,
namun bagaimana proses perencanaan intervensi dan aksi sosial dilakukan oleh
lembaga seperti SAFEnet belum dibahas secara mendalam melalui perspektif

Praktik Makro Pekerjaan Sosial.
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Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Jika penelitian
terdahulu lebih banyak bicara tentang "Apa itu NCII" dan "Apa dampaknya bagi
korban", penelitian ini akan menjawab "Bagaimana cara sistemik untuk
melawannya". Dengan menggunakan teori kekerasan struktural dari Johan Galtung
dan intervensi makro dari Charles Zastrow, penelitian ini akan membedah lubang
dalam struktur sosial, juga memetakan langkah nyata lembaga dalam merancang
dan melakukan aksi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi baru yang lebih solutif dan sistemik dalam pencegahan dan
penanganan kasus NCII di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat fenomena NCII sebagai
persoalan struktural sekaligus proses upaya perubahan sosial. Penelitian ini
mengidentifikasi struktur sosial yang memungkinkan terjadinya dan berulangnya
NCII, juga menghubungkan temuan tersebut dengan praktik intervensi makro yang
dilakukan oleh SAFEnet. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan analisis
yang mengaitkan dua sisi, yaitu bagaimana struktur sosial melanggengkan
kekerasan digital dan bagaimana intervensi makro dilakukan untuk merespons hal
tersebut.

Selain itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pemetaan yang lebih
sistematis mengenai peran, proses, dan strategi intervensi yang dijalankan
SAFEnet, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

upaya pencegahan dan penanganan NCII di Indonesia.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Kekerasan Menurut Johan Galtung

Menurut Johan Galtung, kekerasan merupakan suatu kondisi ketika realisasi
aktual yang dialami seseorang berada di bawah potensi yang seharusnya dapat
dicapai. Dengan kata lain, kekerasan terjadi apabila terdapat kesenjangan antara
kondisi nyata dengan kondisi yang mungkin diwujudkan, padahal kesenjangan
tersebut dapat dicegah atau dihindari. Dalam pandangan ini, kekerasan tidak hanya
dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga
mencakup berbagai keadaan yang menghambat individu untuk mencapai kualitas

hidup, kesejahteraan, dan potensi yang semestinya dapat diraih.

Galtung menekankan bahwa konsep kekerasan harus dipahami secara luas
dengan melihat dampaknya terhadap manusia. Suatu kondisi dapat dikatakan
sebagai kekerasan apabila mengakibatkan hilangnya kesempatan seseorang untuk
mengembangkan dirinya secara optimal akibat adanya hambatan yang berasal dari
tindakan maupun sistem yang diciptakan manusia. Oleh karena itu, kekerasan tidak
hanya dinilai dari adanya tindakan yang tampak, tetapi juga dari bagaimana suatu
kondisi menyebabkan individu mengalami keterbatasan dalam merealisasikan

potensi dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia. '

141, Marsana; Windhu, Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung (Kanisius, 1992),
Yogyakarta.
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a. Bentuk-Bentuk Kekerasan Menurut Galtung

1) Kekerasan Personal (Personal Violence)
Kekerasan personal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara

langsung oleh pelaku terhadap korban sehingga pelaku dan tindakan kekerasannya
dapat diidentifikasi secara jelas. Menurut Galtung, kekerasan personal bersifat
dinamis, mudah diamati, serta memperlihatkan fluktuasi yang dapat berubah dalam
waktu tertentu. Oleh karena itu, bentuk kekerasan ini lebih mudah dikenali oleh
masyarakat karena tampak melalui tindakan yang dilakukan secara langsung.

2) Kekerasan Struktural (Structural Violence)

Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak
secara langsung karena tertanam dalam struktur sosial, sistem, maupun tatanan
kehidupan masyarakat. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural bersifat
statis, menunjukkan stabilitas tertentu, dan sering kali dianggap sebagai sesuatu
yang wajar sehingga keberadaannya kurang disadari. Meskipun tidak terlihat secara
langsung, kekerasan struktural tetap dapat menimbulkan penderitaan dan
menghambat individu atau kelompok dalam mencapai potensi hidupnya,
sebagaimana halnya kekerasan personal.

b. Konsep Kekerasan Struktural Menurut Johan Galtung

Galtung menegaskan bahwa kekerasan tidak selalu dilakukan secara
langsung oleh individu, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kekerasan struktural
yang tersembunyi di dalam berbagai struktur sosial, baik dalam lingkup kecil
maupun luas. Kekerasan ini bekerja melalui mekanisme eksploitasi yang diperkuat
oleh empat komponen utama, yaitu penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan

fragmentasi. Keempat komponen tersebut berfungsi untuk menghambat
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terbentuknya kesadaran dan membatasi mobilitas kelompok yang lemah dalam
upaya melawan eksploitasi.

Penetrasi bekerja dengan menanamkan cara pandang tertentu kepada
kelompok yang berada dalam posisi lemah. Proses ini kemudian diperkuat oleh
segmentasi, yaitu penyajian realitas secara terpisah dan tidak utuh, sehingga
kelompok tersebut hanya memahami sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya
terjadi. Selanjutnya, marginalisasi berperan menjaga kelompok lemah tetap berada
di luar batas-batas sosial yang telah ditentukan, sementara fragmentasi membuat
mereka terpisah satu sama lain, sehingga sulit membangun solidaritas dan kekuatan
bersama. Keseluruhan mekanisme ini beroperasi dalam konteks relasi gender dan
berkontribusi pada pelanggengan ketimpangan yang ada. '

Dalam konteks ini, kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak
dilakukan oleh pelaku tunggal secara langsung, melainkan tertanam dalam sistem,
kebijakan, institusi, dan norma sosial yang menghasilkan ketimpangan serta
ketidakadilan. Kekerasan ini bekerja secara tidak kasat mata, tetapi berdampak
nyata dan berkelanjutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia.'® Korban
yang menjadi objek kekerasan struktural biasanya tidak memiliki keamanan dan
hidupnya diliputi ketakutan, karena mendapatkan tekanan dari lembaga kekuasaan
seperti pemerintah, milisi sipil, militer, preman, dan lain-lain (Susan, 2014). Korban
dari kekerasan struktural, selama dia hidup akan menemukan banyak kesulitan

disebabkan hadirnya berbagai aturan kebijakan yang merenggut ruang kebebasan

15 “(PDF) Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme,”

ResearchGate, advance online publication, 28 Februari 2026.

1o Gili Argenti, Konsep Kekerasan Johan Galtung, 19 Februari 2024.
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dan kreativitas, sehingga dampak paling fatal bila model kekerasan itu tidak
dihentikan, bisa berujung pada kematian, karena si korban segala kebutuhan
hidupnya tidak terjamin, serta tidak mampu diakses secara normal (Susan, 2014).!7

Wujud kekerasan struktural terhadap perempuan tercermin dalam berbagai
bentuk ketidakadilan yang saling berkaitan. Perempuan kerap mengalami beban
ganda karena selain bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, mereka juga
terlibat dalam aktivitas publik dan sering menjadi pencari nafkah keluarga. Di sisi
lain, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pasar, kredit,
dan pengembangan keterampilan, masih terbatas sehingga meningkatkan
kerentanan terhadap kemiskinan dan eksploitasi. Perempuan juga sering
ditempatkan pada posisi subordinat dalam keluarga, masyarakat, maupun negara,
yang membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk yang
berkaitan dengan dirinya sendiri. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh stereotip
gender yang dilegitimasi melalui nilai budaya, bahasa, dan bahkan sebagian wacana
ilmiah, sehingga ketimpangan dan peminggiran terhadap perempuan terus
direproduksi.

Kekerasan struktural memiliki karakteristik utama berupa ketiadaan pelaku
individual yang dapat ditunjuk secara langsung. Kekerasan ini tidak dilakukan oleh
satu orang atau kelompok tertentu, melainkan tertanam dalam sistem sosial, politik,
ekonomi, dan hukum yang bekerja secara tidak adil. Karena melekat dalam struktur,
kekerasan struktural seringkali tidak disadari sebagai bentuk kekerasan, meskipun

dampaknya nyata dan berlangsung dalam jangka panjang. Bentuk-bentuk

17 Argenti, Konsep Kekerasan Johan Galtung.
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kekerasan struktural tersebut merepresentasikan NCII sebagai kekerasan struktural.
Kekerasan struktural bekerja melalui aturan, kebijakan, norma sosial, serta
mekanisme distribusi sumber daya yang timpang, sehingga menghambat
pemenuhan kebutuhan dasar individu atau kelompok tertentu. Bentuk kekerasan ini
cenderung dianggap sebagai kondisi yang normal atau “sudah seharusnya terjadi”,
terutama ketika didukung oleh nilai dan budaya yang membenarkan ketimpangan.
Akibatnya, kelompok rentan termasuk perempuan mengalami keterbatasan akses
terhadap perlindungan, keadilan, dan pemulihan, tanpa adanya kesadaran bahwa
kondisi tersebut merupakan hasil dari kekerasan struktural.

Selain itu, kekerasan struktural memiliki hubungan erat dengan relasi kuasa.
Struktur yang timpang memungkinkan kelompok yang memiliki kekuasaan untuk
terus mempertahankan keuntungannya, sementara kelompok lain mengalami
marginalisasi dan ketidakadilan secara sistematis. Karena sifatnya yang
tersembunyi dan berulang, kekerasan struktural seringkali lebih sulit diidentifikasi
dan ditangani dibandingkan kekerasan langsung, serta membutuhkan perubahan

mendasar pada struktur sosial yang melanggengkannya.

¢. Fungsi Teori Kekerasan Struktural
Teori kekerasan struktural berfungsi sebagai kerangka analisis untuk

memahami kekerasan sebagai persoalan sosial yang bersifat sistemik, bukan
semata-mata akibat dari tindakan individu. Penelitian ini tidak menggunakan
keseluruhan tipologi kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung, melainkan
secara khusus menggunakan konsep kekerasan struktural (structural violence)
sebagai perspektif analisis. Dalam menjelaskan kekerasan struktural, Galtung

mengemukakan beberapa karakteristik seperti eksploitasi, penetrasi, fragmentasi,
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dan marginalisasi. Namun, dalam perkembangannya, beberapa penulis
mengembangkan dan mengoperasionalkan konsep kekerasan struktural Galtung ke
dalam dimensi analisis yang lebih aplikatif, seperti penetrasi, segmentasi,
marginalisasi, dan fragmentasi (Linda Dwi Eriyanti, 2017; Harjoni, 2021).'®
Penelitian ini menggunakan pengembangan konsep tersebut karena dinilai lebih
sesuai untuk menganalisis bentuk-bentuk struktur sosial yang melanggengkan
NCIIPemilihan konsep tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan
memahami bagaimana struktur sosial berperan dalam mempermudah terjadinya dan
berulangnya kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII). Dengan demikian,
perhatian penelitian diarahkan pada faktor-faktor struktural, seperti kebijakan,
budaya, relasi kuasa, serta sistem digital yang berkontribusi terhadap
keberlangsungan NCII, bukan pada tindakan kekerasan personal yang dilakukan
oleh individu pelaku.

4 Komponen Teori penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi
membantu mengidentifikasi bagaimana sistem hukum, kebijakan publik, institusi
sosial, serta norma budaya berperan dalam memproduksi ketidakadilan. Dengan
demikian, teori kekerasan struktural memungkinkan peneliti untuk melihat
keterkaitan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural
sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

Selain itu, teori ini berfungsi sebagai dasar konseptual dalam merumuskan

intervensi yang tidak hanya berfokus pada penanganan korban atau pelaku secara

18 “(PDF) Power dalam Kekerasan Seksual: (Kajian Teori Michel Foucoult dan Johan
Galtung),” diakses 24 Juli 2026,
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individual, tetapi juga menargetkan perubahan struktur yang menjadi akar masalah.
Dengan menggunakan perspektif kekerasan struktural, upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan diarahkan pada perubahan sistem sosial agar lebih adil,

responsif, dan berpihak pada kelompok rentan.

d. Relevansi Teori dalam Penelitian
Teori kekerasan struktural Johan Galtung relevan digunakan dalam

penelitian ini karena mampu menjelaskan Non-Consensual Intimate Imagery
(NCII) sebagai bentuk kekerasan yang dipengaruhi oleh struktur sosial, hukum, dan
digital yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Dalam kasus NCII, penderitaan korban diperpanjang oleh lemahnya
perlindungan hukum, lambannya penanganan kasus, kurang responsifnya platform
digital, serta norma sosial yang menyalahkan korban. Kondisi tersebut
mencerminkan kekerasan struktural, di mana sistem yang seharusnya melindungi
justru gagal memenuhi kebutuhan korban akan keadilan, pemulihan, dan rasa aman.

Selain itu, budaya patriarki dan stigma terhadap perempuan merupakan
kekerasan kultural yang membenarkan ketimpangan dan memperkuat kekerasan
struktural. Dengan demikian, teori Galtung memberikan landasan konseptual yang
kuat untuk menganalisis NCII sebagai persoalan struktural dan sistemik, sekaligus
menjadi pijakan teoretis untuk mengkaji bentuk intervensi struktural yang
dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti SAFEnet, dalam upaya

pencegahan dan penanganan NCII secara berkelanjutan.
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2. Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Level Makro (Charles Zastrow)
a. Intervensi Menurut Zastrow

Istilah Intervensi mulai muncul dalam literatur pekerjaan sosial pada akhir
tahun 1950 dan awal 1960. Intervensi adalah tindakan spesifik oleh seorang pekerja
dalam kaitan dengan sistem atau proses manusia untuk memunculkan perubahan.
Tindakan ini diarahkan oleh pengetahuan dan nilai nilai profesional serta oleh
keterampilan (tingkat kompetensi) dari pekerja. Intervensi adalah upaya upaya
perubahan yang ditandai dan didukung oleh situasi dan pola pikir tertentu dan
mempengaruhi fungsi sosial seseorang, kelompok, dan komunitas dalam
mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Menurut Zastrow, praktik pekerjaan sosial dilakukan pada tiga tingkatan,
yaitu mikro, mezzo, dan makro. Pada tingkat mikro, pekerja sosial bekerja secara
langsung dan individual dengan klien, misalnya melalui konseling satu-ke-satu.
Pada tingkat mezzo, pekerja sosial bekerja dengan keluarga atau kelompok kecil
untuk membantu mereka mengatasi permasalahan bersama. Sementara itu, pada
tingkat makro, pekerja sosial berfokus pada organisasi, komunitas, serta upaya
perubahan kebijakan dan sistem sosial yang lebih luas.

Dalam konteks intervensi makro, salah satu bentuk praktik yang penting
adalah organisasi masyarakat. Tujuan utama dari organisasi masyarakat adalah
mendorong dan membantu masyarakat untuk mengenali kebutuhan mereka sendiri,
kemudian merencanakan dan mengoordinasikan berbagai upaya guna
meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk di bidang kesehatan, kesejahteraan,

dan kehidupan sosial masyarakat. Praktik ini tidak memiliki batasan kegiatan yang
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Kaku, namun umumnya mencakup upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,
membangun kerja sama antar lembaga atau kelompok, melakukan edukasi publik,
menyebarluaskan informasi, melakukan riset untuk perencanaan sosial, serta
menjadi penghubung atau narasumber dalam isu-isu sosial tertentu.

Dalam praktiknya, pekerja sosial yang bergerak di bidang organisasi
masyarakat berperan sebagai katalisator, yaitu pihak yang memicu dan mendorong
terjadinya aksi kolektif di tingkat komunitas. Pekerja sosial tidak mengambil alih
peran masyarakat, melainkan membantu menciptakan kondisi agar masyarakat
mampu bergerak dan terlibat secara aktif. Praktik ini umumnya dilakukan dalam
berbagai lembaga atau organisasi, seperti lembaga perencanaan sosial, dewan
kesejahteraan masyarakat, organisasi aksi sosial, maupun organisasi masyarakat
sipil.

Zastrow juga mengacu pada definisi organisasi masyarakat yang
dikemukakan oleh Barker, yang menjelaskan bahwa organisasi masyarakat
merupakan proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu
individu, kelompok, atau komunitas dengan kepentingan atau wilayah yang sama
dalam menangani masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui
tindakan kolektif yang direncanakan. Proses ini meliputi identifikasi masalah sosial,
analisis penyebab masalah, penyusunan rencana dan strategi, mobilisasi sumber
daya, serta penguatan kepemimpinan dan jejaring di tingkat masyarakat. Melalui
pendekatan ini, perubahan sosial diupayakan secara bersama-sama dan

berkelanjutan.
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b. Tujuan Praktik Peksos
Praktik pekerjaan sosial memiliki sejumlah tujuan utama yang menjadi

dasar dalam pelaksanaan intervensi. Tujuan-tujuan ini dirumuskan oleh Asosiasi

Pekerja Sosial Nasional dan diperkuat oleh Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial

(CSWE), dengan landasan pendekatan person-in-environment (orang dalam

lingkungan).

1) Meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam memecahkan masalah
serta mengembangkan potensi diri.

2) Menghubungkan individu dan kelompok dengan sistem yang menyediakan
sumber daya, layanan, dan peluang.

3) Meningkatkan efektivitas dan keberfungsian sistem sosial agar lebih manusiawi
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain keempat tujuan tersebut, CSWE menegaskan satu tujuan utama yang
menjadi payung dari seluruh praktik pekerjaan sosial, yaitu mempromosikan
kesejahteraan manusia dan masyarakat.

c. Proses Intervensi Pekerjaan Sosial

Dalam praktik pekerjaan sosial generalis di level makro, proses intervensi
dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan sasaran utama organisasi,
komunitas, serta sistem sosial yang lebih luas. Proses ini mencakup tahap
keterlibatan, penilaian, intervensi, dan evaluasi.

Pertama, keterlibatan (engagement). Pada tahap ini, pekerja sosial
membangun hubungan kerja dengan organisasi, komunitas, atau jaringan sosial

yang menjadi sasaran intervensi. Keterlibatan dilakukan secara substantif,
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komunikasi yang terbuka, serta keterampilan interpersonal lainnya. Dalam konteks
makro, keterlibatan bertujuan untuk menyepakati fokus kerja bersama,
merumuskan arah perubahan yang diinginkan, serta membangun komitmen kolektif
antar pihak yang terlibat, seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan
pemangku kepentingan terkait.

Kedua, penilaian (assessment). Tahap penilaian dilakukan dengan
mengumpulkan, mengelola, dan menafsirkan data terkait permasalahan sosial yang
dihadapi pada tingkat organisasi atau komunitas. Pekerja sosial menilai kekuatan,
keterbatasan, peluang, serta hambatan struktural yang memengaruhi keberfungsian
sistem. Hasil penilaian ini digunakan untuk merumuskan tujuan intervensi yang
disepakati bersama dan menentukan strategi intervensi makro yang paling relevan.

Ketiga, intervensi. Pada tahap ini, pekerja sosial mulai melakukan tindakan
nyata untuk mencapai tujuan perubahan struktural. Intervensi makro dapat berupa
upaya pencegahan melalui misalnya edukasi publik, kampanye, advokasi terhadap
kebijakan publik, pembangunan jaringan dan koalisi, serta negosiasi dengan
pemangku kepentingan.

Keempat, evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis dan
memantau proses serta hasil intervensi yang telah dilaksanakan. Pekerja sosial
menilai sejauh mana tujuan intervensi makro tercapai, mengidentifikasi dampak
perubahan pada sistem sosial, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang
digunakan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program, penguatan
strategi intervensi, atau pengambilan keputusan lanjutan dalam upaya perubahan

struktural yang berkelanjutan.
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d. Peran Peksos
Dalam praktik pekerjaan sosial level makro berfokus pada upaya perubahan

dalam sistem sosial yang lebih luas, seperti organisasi, komunitas, jaringan
lembaga, serta kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pekerja sosial
menjalankan berbagai peran profesional secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan
situasi dan tujuan intervensi.

Salah satu peran penting pekerja sosial pada level makro adalah sebagai
enabler. Dalam peran ini, pekerja sosial membantu organisasi atau komunitas untuk
mengenali potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki, serta mendorong
mereka agar mampu berperan aktif dalam proses perubahan. Pekerja sosial tidak
bertindak sebagai pengambil keputusan utama, melainkan sebagai fasilitator yang
memperkuat kapasitas sistem agar dapat bergerak secara mandiri.

Pekerja sosial juga berperan sebagai broker, yaitu penghubung antara
berbagai sistem, lembaga, dan sumber daya. Pada level makro, peran ini dilakukan
dengan mengaitkan organisasi atau komunitas dengan lembaga lain, jaringan kerja,
atau sumber daya yang relevan, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan sosial dapat
dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Selain itu, pekerja sosial menjalankan peran sebagai advocate. Dalam peran
ini, pekerja sosial memperjuangkan perubahan pada kebijakan, prosedur, atau
sistem yang dinilai tidak adil atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peran advokasi dilakukan melalui penyampaian aspirasi, penguatan suara
kelompok yang termarginalkan, serta upaya memengaruhi pengambil kebijakan

agar terjadi perubahan struktural.
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Pada situasi tertentu, pekerja sosial juga dapat berperan sebagai activist.
Berbeda dengan advokat yang bekerja melalui jalur formal, peran aktivis lebih
menekankan pada upaya mendorong perubahan sosial melalui tekanan publik,
kampanye, dan gerakan sosial yang terorganisasi. Peran ini dilakukan ketika
perubahan tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme sistem yang ada.

Pekerja sosial juga berperan sebagai educator, khususnya dalam
meningkatkan pemahaman publik, organisasi, atau komunitas mengenai isu sosial,
hak-hak masyarakat, serta kebijakan yang memengaruhi kehidupan sosial. Peran
edukator ini bertujuan membangun kesadaran kritis sebagai dasar bagi perubahan
sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, pada level makro pekerja sosial dapat bertindak sebagai
koordinator, yaitu mengoordinasikan berbagai program, kegiatan, atau aktor yang
terlibat dalam upaya perubahan sosial. Peran ini penting untuk memastikan bahwa
intervensi yang dilakukan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mendukung
dan terintegrasi.

Dalam beberapa konteks, pekerja sosial juga menjalankan peran sebagai
researcher, dengan melakukan pengumpulan dan analisis data sosial untuk
mendukung perencanaan program, advokasi kebijakan, serta evaluasi intervensi.
Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi praktik pekerjaan sosial yang berbasis bukti

(evidence-based practice)."

19 “Introduction To Sosial Work and Sosial Welfare - Empowering People | Sosial Work |
Discrimination & Race Relations,” accessed January 28, 2026.
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e. Fungsi Teori
Dalam penelitian ini, teori berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus

alat analisis untuk memahami bentuk intervensi makro yang dilakukan SAFEnet
dalam upaya pencegahan dan penanganan Non-Consensual Intimate Image (NCII).
Teori digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengidentifikasi,
mengelompokkan, menginterpretasikan berbagai praktik intervensi yang
ditemukan di lapangan dan sesuai dengan tujuan tidak.

Utamanya, teori proses intervensi pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh
Zastrow digunakan sebagai kerangka analisis untuk menguraikan bagaimana
intervensi dilakukan secara sistematis. Melalui tahapan engagement, assessment,
intervention, dan evaluation, peneliti dapat memahami alur dan bentuk intervensi
yang dijalankan oleh SAFEnet secara lebih terstruktur, mulai dari proses awal
keterlibatan hingga evaluasi kegiatan.

Selain itu, teori mengenai peran dan tujuan praktik pekerjaan sosial
digunakan sebagai pendukung dalam proses analisis. Kedua konsep ini membantu
peneliti dalam menginterpretasikan bentuk intervensi yang dilakukan, khususnya
dalam melihat bagaimana aktivitas seperti kampanye publik, advokasi kebijakan,
dan pembangunan jaringan dapat dipahami sebagai bagian dari peran pekerja sosial
pada level makro, seperti educator, advocate, activist, dan koordinator. Di sisi lain,
tujuan praktik pekerjaan sosial memberikan landasan normatif bahwa intervensi
tersebut diarahkan pada perubahan sistem sosial yang lebih luas, bukan hanya pada

individu.
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Dengan demikian, teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk
menganalisis data dan sebagai kerangka untuk memahami makna dan arah dari

intervensi makro yang dilakukan.

f. Relevansi Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat

dengan fokus kajian, terlihat dari kesesuaian antara konsep dalam pekerjaan sosial,
khususnya praktik makro, dengan karakteristik intervensi yang dilakukan oleh
SAFEnet.

Teori proses intervensi pekerjaan sosial relevan karena mampu menjelaskan
tahapan pelaksanaan intervensi secara sistematis. Meskipun SAFEnet bukan
lembaga pekerjaan sosial formal, praktik yang dilakukan menunjukkan pola yang
sejalan dengan tahapan intervensi makro, seperti membangun keterlibatan dengan
berbagai pihak, mengidentifikasi permasalahan, melaksanakan kampanye dan
advokasi, serta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dijalankan. Hal ini
menunjukkan bahwa teori tersebut dapat digunakan untuk membaca praktik
intervensi SAFEnet secara terstruktur.

Sementara itu, konsep peran dan tujuan praktik pekerjaan sosial relevan
dalam membantu memahami kontribusi SAFEnet dalam perubahan sosial.
Berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti edukasi publik, advokasi kebijakan, dan
penguatan jaringan masyarakat sipil, mencerminkan peran-peran pekerja sosial
pada level makro. Di sisi lain, intervensi tersebut juga sejalan dengan tujuan praktik
pekerjaan sosial yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan melalui

perubahan sistem sosial yang lebih adil dan responsif.
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Dengan demikian, meskipun SAFEnet tidak menyebutkan prakteknya
sebagai profesi pekerja sosial, teori pekerjaan sosial tetap relevan digunakan karena
mampu menjelaskan praktik intervensi yang dilakukan, baik dari segi proses, peran,
maupun arah perubahan yang dihasilkan. Relevansi ini memperkuat penggunaan
teori sebagai alat yang tepat dalam menganalisis intervensi struktural dalam konteks

kekerasan berbasis gender online, khususnya NCII.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
memahami secara mendalam suatu fenomena sosial, dan intervensi makro yang
dilakukan oleh SAFEnet dalam pencegahan dan penanganan Non-Consensual
Intimate Images (NCII). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali
makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi intervensi tersebut
secara komprehensif.

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu
kasus spesifik, yaitu struktur sosial yang melanggengkan NCII dan intervensi
SAFEnet dalam mencegah dan menangani NCII. Melalui studi kasus, peneliti dapat
mengkaji intervensi makro yang dilakukan SAFEnet secara mendalam, detail,
sistematis dan kontekstual, dengan memanfaatkan berbagai sumber data untuk
memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bentuk, tujuan, dan pelaksanaan

intervensi tersebut.
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Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknologi
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al), yaitu Chat GPT dan Gemini, sebagai
sarana pendukung dalam proses penelusuran referensi, pengembangan gagasan,
serta penyuntingan bahasa. Meskipun demikian, keseluruhan penyusunan kerangka
berpikir, analisis data, interpretasi hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan
sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan data empiris yang diperoleh selama
pelaksanaan penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek
Subjek dalam penelitian ini adalah SAFEnet sebagai organisasi masyarakat

sipil yang berperan dalam pencegahan dan penanganan NCII. Subjek penelitian
ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan subjek
penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan ketentuan
memiliki pengetahuan, pengalaman, dalam melakukan intervensi makro untuk
menangani NCII di level makro.

Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi mengenai
subjek penelitian. Informan penelitian ini adalah perwakilan dari SAFEnet yang
dipilih secara purposif berdasarkan bidang kerja dan keterlibatan langsungnya
dalam penanganan isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Non-
Consensual Intimate Imagery (NCII).

Pemilihan  informan  dipilih oleh  SAFEnet sendiri dengan

mempertimbangkan divisi dan fungsi kerja di SAFEnet, sehingga informan yang
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dipilih merupakan individu yang mengetahui kondisi di lapangan, memiliki peran
dalam perencanaan maupun pelaksanaan intervensi.

Dengan demikian, informan SAFEnet tidak dipilih secara acak, melainkan
ditentukan berdasarkan kesesuaian bidang kerja dengan fokus penelitian, yaitu
intervensi Makro dalam pencegahan dan penanganan NCII.

Kriteria pemilihan informan dari SAFEnet dalam penelitian ini adalah:

1) Merupakan staf atau anggota aktif SAFEnet/Awas KBGO.

2) Memiliki pemahaman mengenai kasus NCII yang diterima SAFEnet.

3) Terlibat langsung dalam program atau kampanye Awas KBGO.

4) Memiliki pemahaman mengenai intervensi pada level makro, yang dilakukan
SAFEnet untuk NCII.

5) Bersedia memberikan informasi terkait proses intervensi yang dilakukan.

Wawancara dengan informan dari SAFEnet dilakukan dalam 3x
wawancara, dengan jumlah 2 orang menyesuaikan kebutuhan data, kedua informan
tersebut berada dibawah SAFEnet dalam divisi kesetaraan dan Inklusi, dan terlibat

langsung dalam penanganan KBGO.

b. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah intervensi Makro yang dilakukan oleh

SAFEnet/Awas KBGO dalam upaya pencegahan dan penanganan Non-Consensual
Intimate Images (NCII). Intervensi tersebut mencakup berbagai bentuk kegiatan
yang berorientasi pada perbaikan pengetahuan sosial, kebijakan, dan platform yang

berpengaruh terhadap terjadinya dan berulangnya kasus NCII di Indonesia.
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3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Wawancara terencana terstruktur digunakan sebagai teknik utama

pengumpulan data (sumber data primer) dalam penelitian ini. Wawancara
dilakukan secara terencana dengan menyiapkan pedoman wawancara. Pertanyaan
yang diajukan didasarkan pada 2 teori yang digunakan dan sudah dijelaskan di
bagian sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi
secara terstruktur, namun tetap mendalam sesuai dengan alur pembicaraan dan
pengalaman informan.

Wawancara pertama, dilakukan dengan Kak Wida dari Divisi Kesetaraan
dan Inklusi SAFEnet, di wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan yang
merujuk untuk memperoleh data mengenai latar belakang SAFEnet hingga
inisiatifnya yaitu Awas KBGO.

Wawancara ke-dua, dilakukan dengan Kak Wida selaku Koordinator Awas
KBGO dan Kak Shinta selaku penanganan kasus Awas KBGO, dalam wawancara
ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai struktur sosial yang mempengaruhi
terjadinya NCII berdasarkan pandangan SAFEnet berdasarkan teori 1 kekerasan
johan galtung.

Wawancara ke-tiga, dengan Kak Wida, pertanyaan wawancara ditujukan
untuk menjawab proses intervensi SAFEnet untuk menangani NCII di level makro

berdasarkan teori Zastrow.

b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data

yang diperoleh dari hasil wawancara (sumber data sekunder). Dokumentasi dalam
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penelitian ini meliputi berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Awas
KBGO, seperti laporan kegiatan, publikasi resmi, materi edukasi, siaran pers,
konten media sosial, serta dokumen advokasi dan kebijakan yang relevan dengan
isu Non-Consensual Intimate Images (NCII).

Data dokumentasi digunakan sebagai bahan pembanding dan pendukung
untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari wawancara, sekaligus
memperkaya pemahaman peneliti mengenai bentuk dan arah intervensi makro yang
dilakukan oleh Awas KBGO.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan
Huberman, model ini digunakan secara interaktif dan berkelanjutan untuk
membantu peneliti dalam menyaring, memfokuskan, serta menetapkan arah
penelitian. Analisis data dilakukan dengan data dari hasil wawancara awal dengan
subjek, dokumen, dan studi literatur. Proses analisis tersebut meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data yang dilakukan
melalui proses pemilithan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta
pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti
menyeleksi seluruh data hasil penelitian untuk menentukan informasi yang relevan
dengan fokus penelitian dan mengesampingkan data yang tidak berkaitan. Proses
reduksi dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, sehingga

data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan setiap pertanyaan penelitian,
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kemudian diklasifikasikan sesuai dengan variabel atau konsep dalam teori yang
digunakan. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya menjadi temuan penelitian.
Apabila masih ditemukan data yang belum jelas atau terdapat variabel yang belum
terjawab secara memadai, peneliti kembali menelaah hasil wawancara dan
melakukan penyaringan ulang. Data yang telah sesuai kemudian diolah menjadi
informasi yang sistematis sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melalui proses reduksi, data disusun dan disajikan secara sistematis
agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antartemuan, pola,
serta makna yang muncul selama penelitian. Pada tahap ini, hasil wawancara dan
dokumentasi yang telah dipilih diorganisasikan ke dalam pemetaan konseptual
berdasarkan variabel atau konsep yang terdapat dalam teori yang digunakan.
Penyajian data yang tersusun secara terstruktur memungkinkan informasi penelitian
menjadi lebih mudah dipahami, sehingga membantu peneliti dalam melakukan

interpretasi serta menjadi dasar dalam proses penarikan kesimpulan.

¢. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan

temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya berupa ringkasan isi penelitian,
tetapi merupakan hasil pemaknaan terhadap data yang telah dianalisis. Dalam
proses ini, peneliti juga melakukan verifikasi terhadap temuan guna memastikan
bahwa kesimpulan yang diperoleh tetap konsisten dengan data di lapangan dan

selaras dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang telah disajikan tidak
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hanya memberikan gambaran mengenai hasil penelitian, tetapi juga menjelaskan

makna yang terkandung di balik temuan tersebut.

5. Teknik Keabsahan data atau Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data dan temuan
penelitian dapat dipercaya serta sesuai dengan realitas yang diteliti. Dalam
penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu
meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi, dan menggunakan

bahan referensi yang tepat.

a. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan
Meningkatkan ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti secara

cermat dan terus menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi. Peneliti membaca ulang transkrip wawancara, mencermati dokumen
dan materi yang berkaitan dengan Awas KBGO, serta membandingkan data yang
diperoleh antar sumber untuk memastikan konsistensi informasi.

Melalui ketekunan pengamatan ini, peneliti berupaya memahami konteks
dan makna data secara mendalam, sehingga dapat meminimalkan kesalahan

penafsiran serta meningkatkan keakuratan hasil analisis penelitian.

b. Melakukan Triangulasi
Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara

membandingkan dan memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber
dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

1) Triangulasi Sumber
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Triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu informan
yang berasal dari tim Awas KBGO, yaitu koordinator Awas KBGO dan penerima
kronologi kasus. Informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber
dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data terkait struktur sosial
yang melanggengkan NCII serta proses intervensi makro dalam pencegahan dan

penanganan Non-Consensual Intimate Images (NCII).

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh
melalui wawancara dengan data yang bersumber dari dokumentasi, seperti laporan
kegiatan, materi edukasi, publikasi, serta konten media sosial yang ada di Awas
KBGO dan penerima Intervensi. Perbandingan ini dilakukan untuk memastikan
bahwa data yang diperoleh sesuai, saling melengkapi dan menguatkan.
¢. Menggunakan Bahan Referensi yang Tepat

Penggunaan bahan referensi yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan
dokumen dan sumber tertulis yang relevan, kredibel, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Bahan referensi tersebut meliputi dokumen resmi Awas
KBGO, publikasi SAFEnet, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah yang berkaitan

dengan kekerasan berbasis gender online, Non-Consensual Intimate Images (NCII).
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Bahan referensi ini digunakan sebagai pendukung data hasil wawancara dan
dokumentasi, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan analisis dan penarikan

kesimpulan agar hasil penelitian memiliki dasar empiris dan teoretis yang kuat.?°

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab 1 Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang penelitian yang
menguraikan fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan fokus
pada Non-Consensual Intimate Images (NCII) sebagai bentuk kekerasan yang
bersifat berulang dan berkaitan erat dengan struktur sosial. Pada bab ini juga
disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka yang relevan,
kerangka teori yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Penelitian dan Konteks Isu NCII. Bab ini
memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, yang meliputi
gambaran Non-Consensual Intimate Images (NCII) di Indonesia, termasuk
karakteristik, dampak, serta kecenderungan kasusnya. Selain itu, bab ini juga
menguraikan profil SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dan
inisiatif Awas KBGO sebagai subjek penelitian, meliputi latar belakang berdirinya,
visi dan misi, ruang lingkup kerja, serta peran Awas KBGO dalam advokasi dan
penanganan kasus KBGO. Bab ini berfungsi sebagai landasan kontekstual untuk
memahami posisi dan peran Awas KBGO sebelum memasuki analisis yang lebih

mendalam.

2 “metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-penelitian-gabungan-by-
muri-yusuf-z-lib.org_.pdf.” t.t., diakses 29 Januari 2026,.
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil
penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara
dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, analisis
mengenai bagaimana struktur sosial berperan dalam mempermudah terjadinya dan
berulangnya kasus NCII dalam pandangan SAFEnet, yang dianalisis menggunakan
konsep kekerasan struktural Johan Galtung. Kedua, pembahasan mengenai
intervensi Makro yang dilakukan oleh SAFEnet dalam upaya pencegahan dan
penanganan NCII. Pada bab ini, temuan penelitian dikaitkan secara kritis dengan
kerangka teori untuk menjelaskan hubungan antara masalah struktural dan respons
intervensi makro yang dilakukan.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat
kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya,
yang secara ringkas dan jelas menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu,
bab ini juga menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada Pekerja Sosial,
penelitian selanjutnya, SAFEnet/Awas KBGO, pembuat kebijakan, serta peneliti
selanjutnya, sebagai bentuk rekomendasi untuk penguatan intervensi dalam
penanganan kasus NCII di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan

lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.



BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struksur sosial yang melanggengkan

NCII menurut pandangan SAFEnet dan intervensinya, maka peneliti memperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1.

NCII merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan
individu pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial yang bekerja secara sistematis.
Analisis menggunakan teori kekerasan struktural Johan Galtung menunjukkan
bahwa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi membentuk
rangkaian proses yang saling berkaitan dalam melanggengkan terjadinya NCII.
Penetrasi terlihat melalui kuatnya budaya patriarki, objektifikasi tubuh
perempuan, dan standar moral yang tidak setara yang membentuk cara pandang
masyarakat terhadap korban, yang kemudian hal itu dimanfaatkan oleh pelaku.
Kondisi tersebut kemudian melahirkan segmentasi, yaitu pemahaman yang
parsial terhadap NCII yang lebih menyoroti perilaku korban dibandingkan
pelanggaran consent dan privasi; akibatnya, masyarakat juga turut menjadi
penyebar konten NCII. Selanjutnya, korban termarjinalkan karena terbatasnya
akses korban terhadap perlindungan, pemulihan, dan keadilan akibat berbagai
hambatan yang ada di sistem. Selanjutnya fragmentasi, yaitu terputusnya
hubungan korban dengan lingkungan sosial dan sumber dukungan yang
dimilikinya akibat stigma, rasa malu, dan ketakutan. Keempat komponen

tersebut membentuk suatu siklus yang saling memperkuat sehingga NCII terus
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2.

terjadi dan berulang. Dengan demikian, NCII perlu dipahami sebagai persoalan
struktural yang memerlukan perubahan pada tingkat sosial, kebijakan, dan
perbaikan platform.

Intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan
penanganan Non-Consensual Intimate Image (NCII) telah mencerminkan
tahapan intervensi makro sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow, mulai dari
engagement, asesmen, perencanaan, intervensi, hingga evaluasi. Intervensi
dilakukan pertama dengan membangun jejaring bersama berbagai aktor sesuai
dengan kebutuhan, assesmen, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan
melalui pengelolaan data dari aduan serta pemantauan kasus, kemudian
mengembangkan berbagai strategi yang berorientasi pada perubahan sosial.
Bentuk intervensi yang dilakukan meliputi edukasi publik, kampanye digital,
penyusunan materi dan panduan, publikasi informasi, advokasi kebijakan,
penguatan jaringan organisasi masyarakat sipil, serta kerja sama dengan
platform digital dalam penanganan kasus NCII. Evaluasi dilakukan dengan
menilai sejauh mana efektivitas penanganan kasus, perumusan laporan berkala
untuk menilai perkembangan kasus NCII, serta menilai hambatan yang terjadi.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi SAFEnet lebih dominan
pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai comnsent, privasi
digital, dan respons terhadap NCII, sehingga berkontribusi dalam memperkuat
perlindungan korban dan membangun lingkungan digital yang lebih aman.
Namun demikian, upaya perubahan pada tingkat kebijakan dan sistem yang

lebih luas masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama karena posisi
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SAFEnet sebagai organisasi masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan
langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pengaturan platform
digital.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur sosial yang memengaruhi
kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII) serta intervensi yang dilakukan oleh
SAFEnet/Awas KBGO, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi
beberapa pihak.
1. Bagi Pekerja Sosial/Praktik Peksos
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korban sering mengalami
fragmentasi, yaitu terpisah dari sistem dukungan sosial yang seharusnya dapat
membantu proses pemulihan. Korban NCII mengalami pelanggaran privasi di
ruang digital, stigma sosial, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, penarikan diri
dari lingkungan sosial, hingga terganggunya hubungan dengan keluarga, teman,
pendidikan, maupun pekerjaan. Kondisi tersebut menjadikan NCII sebagai
permasalahan yang relevan untuk ditangani dalam praktik pekerjaan sosial. Namun,
selama ini, isu KBGO dan NCII belum banyak menjadi perhatian dalam praktik
pekerjaan sosial, padahal dampaknya sangat berkaitan dengan keberfungsian sosial
individu.
Pekerja sosial perlu meningkatkan kapasitas dan literasi terkait isu
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Non-Consensual Intimate
Image (NCII). Pekerja sosial perlu memperkuat kapasitas dalam pendampingan

psikososial korban serta memahami dinamika kekerasan yang terjadi di ruang siber.
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Pekerja sosial dapat mengambil peran dalam membangun dukungan sosial bagi
korban, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan
victim blaming, serta memperkuat literasi digital yang berperspektif hak asasi
manusia dan keadilan gender.

Selain itu, pekerja sosial juga perlu lebih terlibat dalam praktik makro
melalui advokasi kebijakan, pengembangan program, dan penguatan sistem
perlindungan korban di era digital. Profesi pekerja sosial dapat berkontribusi dalam
mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada korban NCII, memperkuat akses
layanan yang ramah korban, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi
digital turut direspons melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian,
pekerja sosial tidak hanya berperan dalam membantu korban beradaptasi dengan
dampak yang dialaminya, tetapi juga berkontribusi pada perubahan struktur sosial
yang memungkinkan NCII terus terjadi dan berulang.

Lembaga pendidikan pekerjaan sosial, organisasi profesi, maupun institusi
layanan sosial perlu mulai memasukkan isu KBGO dan NCII ke dalam
pengembangan kompetensi pekerja sosial. Langkah ini penting agar pekerja sosial
mampu merespons berbagai permasalahan sosial yang muncul akibat
perkembangan teknologi digital, sekaligus memperkuat keterlibatan profesi dalam
perlindungan, pemberdayaan, dan pemulihan korban di era digital.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji isu NCII dari perspektif

yang lebih spesifik dan mendalam. Mengingat proses intervensi makro yang

dilakukan organisasi masyarakat sipil sangat luas, penelitian berikutnya dapat
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memfokuskan kajian pada salah satu bentuk intervensi tertentu, seperti edukasi
publik, kampanye digital, advokasi kebijakan, atau penguatan jejaring, sehingga
proses, strategi, dan dampaknya dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Subjek penelitian juga dapat diperluas dengan melibatkan lembaga lain
yang bergerak dalam isu serupa, aparat penegak hukum, platform digital, maupun
kelompok-kelompok yang selama ini belum banyak tersuarakan pengalamannya
dalam kasus NCII.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas intervensi yang telah
dilakukan dalam menghasilkan perubahan sosial yang nyata, misalnya perubahan
pemahaman masyarakat mengenai consent dan privasi, peningkatan keberanian
korban untuk mencari bantuan, atau perubahan respons institusi terhadap kasus
NCII.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan
(artificial intelligence), deepfake, dan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual
berbasis elektronik juga menjadi ruang kajian yang penting untuk diteliti,
mengingat fenomena tersebut terus berkembang dan berpotensi menghadirkan
tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya NCII. Implementasi UU perlu
didukung dengan aturan turunan, pedoman teknis, serta peningkatan kapasitas
aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban dan sensitivitas gender

dalam menangani kasus. Selain itu, koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar
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penanganan kasus tidak terfragmentasi dan korban dapat memperoleh perlindungan
secara komprehensif.
4. Bagi Platform Digital

Diperlukan peningkatan tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital
yang aman. Platform diharapkan memiliki mekanisme pelaporan yang lebih cepat,
transparan, dan berpihak pada korban, serta memperkuat kebijakan moderasi
konten yang responsif terhadap kekerasan seksual berbasis digital. Kolaborasi
antara platform, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk
memastikan proses penanganan konten NCII dapat dilakukan secara efektif dan
berkelanjutan.
5. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil

Penting untuk terus memperluas edukasi publik, memperkuat jaringan
kolaborasi, serta mengembangkan strategi advokasi berbasis data. Upaya
peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan di
evaluasi hasilnya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai

risiko kekerasan digital, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan yang tersedia.
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